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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

umum, bahwa LMK Kelurahan Menteng sudah berperan cukup baik dalam 

implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010. Adapun 

kesimpulan rinci berdasarkan aspek penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Aspek Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 

Pada aspek menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, LMK Kelurahan 

Menteng sudah bekerja sama dengan pihak kelurahan dan perwakilan dari setiap 

RW dalam mengumpulkan aspirasi dari masyarakat setempat. Meskipun jarang 

mengadakan pertemuan langsung dengan seluruh masyarakat karena keterbatasan 

anggaran, LMK lebih cenderung mengumpulkan aspirasi melalui anggota mereka 

yang mewakili setiap wilayah.  

Dalam proses pemilihan anggota LMK Kelurahan Menteng, partisipasi 

masyarakat sangat diperhatikan, dimana anggota LMK dipilih melalui 

musyawarah di tingkat RW dan RT. Setelah terpilih, anggota LMK membantu 

mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Meskipun 

tidak ada kendala besar dalam menjalankan tugas, LMK tetap menjaga hubungan 

yang baik dengan pihak kelurahan. Tetapi, dari sisi masyarakat menilai bahwa 

peran LMK Kelurahan Menteng kurang efektif dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, karena LMK Kelurahan Menteng jarang 

mengadakan pertemuan dengan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakatnya 

kurang didengar. 

 

2. Aspek Ikut Serta Dalam Menyelesaikan Masalah Kelurahan 

LMK Kelurahan Menteng sudah berperan dengan baik karena menangani konflik 

dengan memberikan bantuan dan pendampingan kepada Lurah, seperti fokus pada 
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penyelesaian secara damai. LMK Kelurahan Menteng merekomendasikan 

pendekatan harmonis guna meredakan konflik dan menjaga perdamaian. Kerja 

sama yang erat dengan pemerintah Kelurahan Menteng memungkinkan LMK 

Kelurahan Menteng melakukan diskusi rutin, menyusun solusi efektif. Tetapi 

dalam beberapa wilayah, terkadang terdapat situasi di mana anggota LMK 

Kelurahan Menteng dan perwakilan RW tidak selalu berada dalam hubungan yang 

baik. Karena kondisi tersebut, terjadi kesulitan dalam melakukan kerja sama atau 

berkolaborasi di antara tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari LMK 

Kelurahan Menteng. Hal ini bisa menghambat efektivitas dalam mengambil 

keputusan atau merencanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat karena 

adanya ketidaksesuaian di antara mereka. 

 

3. Aspek Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) LMK 

Peran LMK Kelurahan Menteng ini dinilai kurang maksimal, karena LMK hanya 

bisa merencanakan 1 kegiatan pertahunnya, yakni kegiatan Donor Darah. LMK 

membutuhkan anggaran yang besar untuk merealisasikan setiap kegiatan yang 

direncanakannya. Untuk saat ini LMK Kelurahan Menteng hanya mengandalkan 

iuran dari anggota LMK tersebut. LMK Kelurahan Menteng telah melaksanakan 1 

kegiatan yang direncanakan tahun sebelumnya yaitu donor darah yang bekerja 

sama dengan PMI. Sebelumnya LMK Kelurahan Menteng memiliki Dana PPMK 

dan saat ini hanya mengandalkan iuran anggotanya. LMK Kelurahan Menteng 

hanya merancang program donor darah sebagai bagian dari RKT. Terdapat 

kendala terkait alokasi anggaran, tetapi LMK Kelurahan Menteng tetap mengelola 

kegiatan donor darah dengan bantuan iuran anggota dan kerjasama dengan PMI. 

Program ini memang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, tetapi LMK 

Kelurahan Menteng juga seharusnya inisiatif mengadakan kegiatan yang lain 

meskipun sudah tidak ada lagi dana PPMK. 
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B. SARAN 

1. Aspek Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 

Untuk lebih memperkuat peran LMK Kelurahan Menteng dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, maka LMK dapat mengoptimalkan pertemuan 

langsung dengan masyarakat. Meskipun terkendala oleh anggaran, penting untuk 

meningkatkan frekuensi pertemuan langsung dengan seluruh masyarakat guna 

memastikan berbagai aspirasi dapat diakomodasi dengan lebih baik. LMK 

Kelurahan Menteng dapat meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui 

media sosial atau platform daring guna mengatasi keterbatasan pertemuan 

langsung. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang efisien dalam mengumpulkan 

aspirasi. Lalu lebih banyak mendorong partisipasi dari masyarakatnya yang 

beragam dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan agar dapat 

memastikan aspirasi dari berbagai kelompok terwakili dengan baik. Serta 

menjalin terus kerja sama yang baik dengan pihak kelurahan serta perwakilan RW 

untuk memastikan aspirasi yang terkumpul diterima dan ditindaklanjuti dengan 

baik.  

 

2. Aspek Ikut Serta Dalam Menyelesaikan Masalah Kelurahan 

Untuk lebih meningkatkan peran LMK Kelurahan Menteng dalam ikut serta 

dalam menyelesaikan masalah kelurahan yaitu dengan meningkatkan kerjasama 

antara anggota LMK Kelurahan Menteng dan perwakilan RW untuk 

memperlancar proses pengambilan keputusan, mengoptimalisasi rapat bulanan, 

yang mana menjadikan rapat bulanan LMK Kelurahan Menteng sebagai platform 

yang lebih produktif dengan lebih banyak diskusi dan solusi konkret dan semua 

pihak harus terlibat aktif dalam menyusun rencana dan program untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Menteng.  

 

 

 



72 
 

 

 

3. Aspek Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) LMK 

Untuk meningkatkan peran LMK dalam membuat RKT LMK, maka LMK 

Kelurahan Menteng agar mempertimbangkan sumber dana alternatif seperti 

sponsor atau pendanaan eksternal untuk mengatasi kendala alokasi anggaran dan 

memperluas program lainnya. Program tersebut memang dianggap bermanfaat 

bagi masyarakat, tetapi LMK Kelurahan Menteng juga sebaiknya berinisiatif 

mengadakan kegiatan yang lain meskipun sudah tidak ada lagi dana PPMK, lalu 

terus menjalin kerjasama dengan PMI dan pihak lain yang terlibat untuk 

memperluas dampak positif dari program donor darah, melakukan evaluasi rutin 

terhadap program dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat dan PMI. 

Dengan strategi ini, LMK Kelurahan Menteng dapat memperluas dan 

meningkatkan keberhasilan program donor darahnya serta merencanakan 

program-program lain yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh.  
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